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KEPUTUSAN  

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 KABUPATEN PURWAKARTA 

 

NOMOR : 171.1/Kep. 03-DPRD/2014 
 

TENTANG 
 

PENYEMPURNAAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013  
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT  

 
PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2004, Badan Anggaran DPRD bersama Bupati telah 
Melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013 Hasil Evaluasi 
Gubernur Jawa Barat; 

 

 b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu 
penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk 
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta. 

 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan  
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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10. 
 
 
 
 

11. 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 
    
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tabahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
Udang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahu 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentagn Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
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20. 
 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5949); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daeah(Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4502); 
   
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 
  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005, tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemrintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemabran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007); 
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38. 
 
 
 
 

39. 
 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
   
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 
Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah; 
  
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakrta Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Tatacara Pebentukan Peraturan Daerah; 
      
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Tatacara penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Dinas Daerah; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah 
Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 
Anggaran 2013; 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :   
 
PERTAMA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 
Anggaran 2013 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat; 



  

 
KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum 

PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

 
KETIGA : Mempersilahkan kepada saudara Bupati untuk menetapkan  

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta 
Tahun Anggaran 2013 dengan mengakomodir Lampiran Keputusan 
ini;  

 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  
       Ditetapkan di Purwakarta 
       pada tanggal  21 Juli 2014 

 
PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

 

KETUA, 
 

ttd 
 

   SARIF HIDAYAT 
 

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA 
 
 

ttd 
 

WARSENO 

 
 

ttd 
 

SRI PUJI UTAMI 

 
 

ttd 
 

HJ. NENG SUPARTINI P 
 

TEMBUSAN :  
1.  Yth. Bupati Purwakarta;  
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.  
 NOMOR : 171.1/Kep.     -DPRD/2014; 

TANGGAL :  
TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 SESUAI 
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT. 
 



  

 

 
RINGKASAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
TAHUN ANGGARAN 2015 

SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT 
 

KODE REK. URAIAN JUMLAH 

1 2 3 

4. PENDAPATAN DAERAH 1.824.601.276.425 

    
 

4.1. Pendapatan Asli Daerah  498.612.756.020 

4.1.1. Hasil Pajak Daerah  356.481.581.020 

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah  41.013.068.000 

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  4.765.217.000 

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  96.352.890.000 

    
 

4.2. Dana Perimbangan  933.727.152.371 

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  100.328.938.371 

4.2.2. Dana Alokasi Umum  808.114.494.000 

4.2.3. Dana Alokasi Khusus  25.283.720.000 

    
 

4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  392.261.368.034 

4.3.1. Pendapatan Hibah  0 

4.3.2. Dana Darurat  0 

4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  123.099.521.798 

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  269.161.846.236 

4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya  0 

    
 

  JUMLAH PENDAPATAN 1.824.601.276.425 

    
 

5. BELANJA DAERAH 1.797.101.276.425 

    
 

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.182.118.708.363 

5.1.1. Belanja Pegawai  1.027.338.870.127 

5.1.2. Belanja Bunga  0 

5.1.3. Belanja Subsidi  0 

5.1.4. Belanja Hibah  75.000.000.000 

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial  6.000.000.000 

5.1.6. Belanja Bagi Hasil  66.779.838.236 

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan  6.500.000.000 

5.1.8. Belanja Tidak Terduga  500.000.000 

    
 

5.2. BELANJA LANGSUNG 614.982.568.062 

5.2.1. Belanja Pegawai 102.946.608.053 

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 221.972.264.414 

5.2.3. Belanja Modal 290.063.695.595 



  

    
 

  JUMLAH BELANJA 1.797.101.276.425 

    
 

  SURPLUS / (DEFISIT)  27.500.000.000 

    
 

6. PEMBIAYAAN DAERAH 27.500.000.000 

    
 

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000 

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya  20.000.000.000 

    
 

  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000 

    
 

6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 47.500.000.000 

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  40.500.000.000 

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang  7.000.000.000 

    
 

  JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 47.500.000.000 

    
 

  PEMBIAYAAN NETO (27.500.000.000) 

    
 

6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0 

      

 
 

PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
 

KETUA, 
 
 
 

SARIF HIDAYAT 
 

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA 
 
 
 
 

WARSENO 

 
 
 
 

SRI PUJI UTAMI 

 
 
 
 

HJ. NENG SUPARTINI P 
 


